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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya check and balance serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme  dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 harus dikelola berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu pedoman guna terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya Pemerintah yang bersih (clean government) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 sebagai acuan bagi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelola keuangan daerah, PPKD, pejabat perencanaan pembangunan daerah, pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, PPK-SKPD, Koordinator PPTK, PPTK, Bendahara dan pejabat lainnya dalam melaksanakan APBD.

Tujuan Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 yaitu :

1. tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah;

2. tertib pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan;

3. meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD;

4. meningkatkan kinerja SKPD/PPKD dalam pengelolaan APBD; dan

5. mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi dan disiplin anggaran.
BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH

Ruang Lingkup pengelolaan keuangan daerah  meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan daerah;

4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

B. AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah meliputi azas :

1. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

C. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Gubernur selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan :

1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

3) menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;

4) menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

5) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

6) menetapkan pejabat yang bertugas  melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

7) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan

8) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

c. Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

2) Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

3) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

d. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

e. Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :

1) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

2) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

3) pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

4) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

5) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

6) bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;

7) bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan

8) pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur  menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:

1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

3) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

4) penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

5) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan

6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Selain mempunyai tugas koordinasi Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

1) memimpin TAPD;

2) menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

3) menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

4) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

5) memberikan persetujuan perubahan/pergeseran anggaran DPA-SKPD/PPKD  atau DPPA-SKPD/PPKD; dan

6) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

d. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.


3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

a. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

2) menyusun RKA-PPKD, DPA-PPKD dan DPPA-PPKD;

3) menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

4) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

5) melaksanakan fungsi BUD;

6) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 

7) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

b. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2) mengesahkan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD;

3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

5) melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6) menetapkan SPD;

7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

9) menyajikan informasi keuangan daerah; dan

10) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

c. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

d. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

e. Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

f. Kuasa BUD mempunyai tugas:

1) menyiapkan anggaran kas;

2) menyiapkan SPD;

3) menerbitkan SP2D;

4) menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

5) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

6) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

7) menyimpan uang daerah;

8) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;

9) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;

10) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

11) melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

12) melakukan penagihan piutang daerah.

g. Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

h. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

2) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

3) melaksanakan pemungutan pajak daerah;

4) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

5) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

6) menyajikan informasi keuangan daerah; 

7) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan

8) mengelola belanja tidak langsung dan pembiayaan PPKD.

4. Pejabat Perencanaan Pembangunan Daerah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pejabat Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

a. membentuk tim penyusun draft rancangan KUA serta PPAS yang terkoordinasi;

b. menyusun draft rancangan KUA;
c. menyusun draft rancangan PPAS;
d. menyampaikan draft KUA dan PPAS kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
5. Pejabat Pengguna Anggaran
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas :

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;

c. menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD;

d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

e. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

g. melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak;

h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

i. menandatangani SPM;

j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; 

o. dalam rangka pengadaan barang/jasa pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

p. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran

a. Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya  kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan :
1) besaran SKPD;

2) besaran jumlah uang yang dikelola;

3) beban kerja;

4) lokasi;

5) kompetensi dan/atau rentang kendali;

6) obyektif lainnya.

b. Pelimpahan sebagian kewenangan kuasa pengguna anggaran di Sekretariat Daerah meliputi :

1) menyusun RKA Belanja Langsung Unit Kerja SKPD;

2) menyusun DPA dan DPPA Belanja Langsung Unit Kerja SKPD;

3) menyusun Rancangan Anggaran Kas Belanja Langsung Unit Kerja SKPD;

4) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

5) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

6) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

7) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

8) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

9) menandatangani SPM UP, GU, TU dan LS Belanja Langsung;

10) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;

11) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;

12) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya;

13) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

14) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;

15) bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengadaan barang dan jasa;

16) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

c. Khusus Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, selain melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan di atas, juga melaksanakan kewenangan :
1) menyusun RKA Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah dan RKA Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

2) menyusun DPA/DPPA Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah dan DPA/DPPA Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

3) menyusun Rancangan Anggaran Kas Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

4) menandatangani SPM LS Gaji dan Tunjangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

d. Pelimpahan sebagian kewenangan kuasa pengguna anggaran di SKPD selain Sekretariat Daerah meliputi:

1) menyusun RKA Belanja Langsung Unit Kerja SKPD;

2) menyusun DPA dan DPPA Belanja Langsung Unit Kerja SKPD;

3) menyusun Rancangan Anggaran Kas Belanja Langsung Unit Kerja SKPD;

4) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

5) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

6) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

7) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

8) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

9) menandatangani SPM-UP, TU, GU dan LS pengadaan barang/jasa;

10) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;

11) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;

12) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya;

13) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

14) bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengadaan barang dan jasa;

15) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;

16) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

e. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan kepala SKPD.

f. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.

g. Kepala SKPD dapat mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna   Anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
a. Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pelaksanaan anggaran pada SKPD.

b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional.

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernur menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait. 

e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

f. Bendahara Pengeluaran SKPD (Unit Kerja Biro Umum dan Perlengkapan) terdiri dari :

1) Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung, mempunyai tugas :

a) menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP LS gaji dan tunjangan PNS Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b) mengajukan SPP LS gaji dan tunjangan PNS Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

c) membuat register SPP LS, SPM LS dan SP2D LS gaji dan tunjangan PNS Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d) melaksanakan pembukuan Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

e) membuat laporan penutupan kas Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

f) menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran/barang;

g) menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD.

2) Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung, mempunyai tugas:

a) menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa yang disetujui PPTK;

b) mengajukan SPP LS pengadaan barang dan jasa yang disetujui PPTK;

c) mengajukan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-GU dari biro-biro di lingkungan sekretariat daerah;

d) membuat register SPP, SPM dan SP2D yang telah diterima;

e) melaksanakan pembukuan Belanja Langsung yang berasal dari laporan bendahara pengeluaran pembantu pada biro-biro di lingkungan sekretariat daerah;

f) membuat laporan penutupan kas Belanja Langsung;

g) menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran/barang;

h) menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD.

g. Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai tugas :

1) menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-UP, SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS;

2) mengajukan SPP-UP, SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS kepada pengguna anggaran/barang melalui PPK SKPD (khusus SPP-LS pengadan barang dan jasa yang telah disetujui PPTK);

3) membuat register SPP, SPM dan SP2D yang telah diterima;

4) melaksanakan pembukuan bendahara;

5) membuat laporan penutupan kas SKPD;

6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran/barang melalui PPK SKPD;

7) menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD;

8) melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan lainnya.

h. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan  sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

8. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. Bendahara Penerimaan Pembantu
Bendahara penerimaan pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil pada UPT Dinas Penghasil yang membantu penatausahaan keuangan UPTD dan mempunyai tugas :

1) menerima Penyetoran Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya yang sah dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Ketiga;

2) mencatat dalam Buku Kas Pembantu Penerimaan serta menyetorkan seluruh Penerimaan ke Rekening Kas Daerah yang ditunjuk dengan sepengetahuan kepala UPTD atau Pengguna Anggaran dan disetorkan ke rekening kas daerah paling lambat 1 hari kerja kecuali hari Sabtu;

3) menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokan dengan jumlah yang tercantum dalam SKPD, SKRD, TBP dan STS;

4) menyampaikan tembusan Buku Kas Pembantu Penerimaan dilampiri TBP atau STS kepada Bendahara Penerima.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD selain di Sekretariat Daerah
Sebagai konsekwensi dengan dilimpahkannya sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang  perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mempunyai tugas :

1) menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-UP, GU, TU dan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;

2) mengajukan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang telah disetujui PPTK untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;

3) mengajukan SPP-UP, GU, dan TU untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;

4) membuat register SPP- UP, GU, TU dan SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPM dan SP2D yang telah diterima;

5) melaksanakan pembukuan belanja yang telah dikuasakan kepadanya;

6) membuat laporan penutupan kas;

7) menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran/barang;

8) menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada bendahara pengeluaran;

9) melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan lainnya;

10) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran berupa buku kas umum, buku pajak PPN/PPh dan bukti pengeluaran yang sah kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

11) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Biro-biro di Lingkungan Sekretariat Daerah) 
Sebagai konsekwensi dengan dilimpahkannya sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, perlu ditetapkan bendahara pengeluaran pembantu yang mempunyai tugas :

1) menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disetujui PPTK;

2) mengajukan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disetujui PPTK untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;

3) mengajukan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-GU unit kerja/biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran;

4) membuat register SPP, SPM dan SP2D unit kerja/biro yang telah diterima;

5) melaksanakan pembukuan Belanja Langsung unit kerja/biro;

6) membuat laporan penutupan kas Belanja Langsung unit kerja/biro;

7) menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran/barang melalui PPK Biro di lingkungan Sekretariat Daerah;

8) menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD;

9) melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan lainnya.

9. Pembantu Bendahara/Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
Dalam melaksanakan fungsinya, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di bantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen, pencatat pembukuan dan Pelaporan, serta pengurusan gaji.

a. berfungsi sebagai kasir, mempunyai tugas :

1) membantu bendahara berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang dalam rangka penyelesaian pembayaran baik kepada pihak ketiga maupun pihak lain sesuai dengan nilai besaran yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) menerima dan menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran uang;

3) membuat buku catatan bukti penerimaan dan pengeluaran uang.

b. berfungsi pembuat dokumen, mempunyai tugas:

1) menyiapkan SPP unit/satuan kerja/kegiatan beserta kelengkapannya (selain Gaji Pegawai);

2) menyiapkan dokumen-dokumen penatausahaan keuangan pelaksanaan APBD;

3) menyiapkan jadwal kegiatan unit/satuan kerja beserta alokasi dananya;

4) mencatat, mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti RKA-SKPD, DPA-SKPD, SK. Penunjukan Personil Pelaksana Penatausahaan APBD dan dokumen lelang serta dokumen lainnya;

5) menyiapkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (Realisasi Keuangan) secara Periodik (Bulanan, Triwulanan dan Akhir Tahun Anggaran).

c. berfungsi sebagai pencatat pembukuan dan pelaporan, mempunyai tugas :

1) meregister SPD, SPP dan SPM;

2) mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti SPD, SPP, SPM dan SPJ;

3) mencatat Penerimaan pada Buku Kas Pembantu Khusus Penerimaan dan Buku Pembantu per Obyek dan Rincian Obyek berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS);

4) mengarsipkan SKP-Daerah, SKRD/TBP dan STS;

5) mencatat penerimaan Unit/Satuan Kerja berdasarkan SPM dan bukti-bukti pengeluaran Kas ke dalam Buku Kas Pembantu Pengeluaran dan Buku Pembantu Pengeluaran Per-kegiatan;

6) mencatat penyimpanan dan pengambilan uang ke/dari bank pada Buku Bank;

7) mencatat Pengeluaran Panjar pada Buku Panjar;

8) mencatat Penerimaan dan Penyetoran PPN/ PPh pada Buku Pajak;

9) menyiapkan SPJ Unit/Satuan Kerja;

10) menghimpun bukti-bukti pengeluaran kedalam daftar pengumpul pengeluaran sebagai lampiran SPJ;

11) mengkoordinir laporan Bendahara Pembantu Kegiatan agar penyusunan SPJ menjadi tertib dan tepat waktu;

d. berfungsi sebagai Pembantu Bendahara Gaji Pegawai, mempunyai tugas :

1) meneliti dan mengkoreksi Daftar Gaji;

2) menyiapkan SPP Gaji berdasarkan Daftar Gaji;

3) menyiapkan SPP Rapel/Kekurangan Gaji dan lain-lain yang sah;

4) membayarkan Gaji kepada Pegawai;

5) mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Gaji pada Buku Kas;

6) Pembantu Khusus Gaji;

7) memungut, membukukan dan menyetorkan PPh;

8) menyiapkan SPJ Gaji;

9) membantu menyelesaikan kewajiban Pegawai yang berkaitan dengan gaji.

D. PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN

1. Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat setingkat esselon III pada SKPD/Unit kerja selaku Koordinator PPTK;
b. Koordinator PPTK berfungsi sebagai pengendali keuangan dan kemajuan fisik kegiatan serta kelancaran pelaksanaan dan pengawasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK;

c. Tugas Koordinator PPTK secara umum antara lain :

1) bersama Sekretaris SKPD/Pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator program SKPD/Unit Kerja, meneliti dan menyetujui dokumen RKA/DPA-SKPD yang disusun oleh PPTK yang berada dibawah koordinasinya;

2) dimintakan legalisasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

3) bersama PPTK membuat Rencana Operasional Kegiatan (ROK) serta dokumen kelengkapan kegiatan lainnya;

4) meneliti dan melakukan koreksi awal serta menyetujui dokumen pengajuan anggaran/Nota Pencairan Dana (NPD) (Format I) oleh PPTK kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

5) bersama PPTK meneliti kebenaran dokumen kontrak dan dokumen pencairan anggaran untuk pekerjaan yang dikontraktualkan;

6) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan yang berada dibawah koordinasinya;

7) melakukan evaluasi berkala bersama PPTK terhadap capaian target program dan kegiatan yang berada dibawah koordinasinya dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran perihal kemajuan fisik dan keuangan serta kendala/masalah yang dihadapi serta pemecahan masalahnya.

d. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dilaksanakan  sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD

a. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;

b. Penunjukan pejabat berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;

c. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;

d. PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;

e. PPTK mempunyai tugas mencakup :

1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

3) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

f. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e  angka 3) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

g. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dilaksanakan  sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

a. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;

b. PPK-SKPD mempunyai tugas :

1) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

2) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

3) melakukan verifikasi SPP;

4) menyiapkan SPM;

5) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

6) melaksanakan akuntansi SKPD; dan

7) menyiapkan laporan keuangan SKPD.

c. PPK-SKPD (Unit Kerja Biro Umum dan Perlengkapan)
1) PPK Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas :

a) meneliti kelengkapan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

b) melakukan verifikasi SPP gaji dan tunjangan PNS Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

c) menyiapkan SPM gaji dan tunjangan PNS Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2) PPK Belanja Langsung mempunyai tugas :

a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

b) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU belanja langsung biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah;

c) menyiapkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU belanja langsung biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah;

d) melaksanakan akuntansi SKPD yang berasal dari laporan akuntansi unit kerja/biro-biro;

e) menyiapkan laporan keuangan SKPD yang berasal dari laporan keuangan unit kerja/biro-biro.

3) PPK Unit Kerja/Biro di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai tugas :

a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

b) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU belanja langsung biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah;

c) menyiapkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU belanja langsung biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah;

d) melaksanakan akuntansi SKPD unit kerja/biro-biro;

e) menyiapkan laporan keuangan unit kerja/biro-biro.

d. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

e. Dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD dibantu oleh pembantu PPK, untuk Kantor dan Biro maksimal 3 (tiga) orang, untuk dinas/badan/setwan maksimal 5 (lima) orang yang melaksanakan fungsi :

1) verifikasi surat pertanggungjawaban;

2) pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM);

3) akuntansi dan pelaporan.

f. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dilaksanakan  sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
4. Pembantu PPTK

a. Dalam pelaksanaan kegiatan, PPTK dibantu  oleh unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi teknis dan tata usaha keuangan.
b. Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

c. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dilaksanakan  sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
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